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PEMBERIAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA OLEH NOTARIS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014

1 PENDAHULUAN

Dalam kontekss bantuann hukumm tidak akann bisaa jauhh dari keragamann

problemaaa dalamm masyarakatt, duaa hall antaraa bantuan hukumm dan problemaa dalamm

masyarakatt adalahh suatuh keterkaitanh subtansih yang tidakh bisah dipisahkanh. Tapi halh

tersebuth jugah sangath membutuhkanh keserasianh antarah hukumh, pelakuh hukumh

(penegak hukum) dalamh halh penerapanh hukum itu sendirih, saranah prasaranah, dan

masyarakath sebagaih obyekh sosiologih darih hukumh ituh sendirih.

Implementasih dan penerapanh bantuanh hukumh tidakh mungkinh jauhh darih

perkembanganh sosiologih yangh ada di masyarakath, secarah nyatah tentang pemberianh

pelayananh hukumh kepadah orangh tidakh mampuh atauh masyarakath miskinh. Pasal 2h

Undang-Undangh RI Nomorh 16h Tahunh 2011h tentang Bantuanh Hukumh (selanjutnyah

disebuth UUBHh), menganuth enamh asash yaituh asash keadilanh adalahh menempatkanh,

hakh dan kewajibanh setiaph orangh secarah proporsionalh, patuth, benarh, baikh, dan tertibh.

Asash persamaanh kedudukanh di dalamh hukumh adalahh bahwah setiaph orangh

mempunyaih hakh dan perlakuanh yang samah di depanh hukumh sertah kewajibanh

menjunjungh tinggih hukumh. Asash keterbukaanh adalahh memberikanh aksesh kepadah

masyarakath untukh memperolehh informasih secarah lengkaph, benarh, jujurh, danh tidakh

memihakh dalamh mendapatkanh jaminanh keadilanh atash dasarh hakh secarah

konstitusionalh. Asash efisiensih adalahh memaksimalkanh pemberianh bantuanh hukumh.

Asash efektifitash adalahh menentukanh pencapaianh tujuanh pemberianh bantuanh hukumh

secarah tepath. Asash akuntabilitash adalah bahwah setiaph kegiatan h dan hasilh akhirh darih

bantuanh hukumh harush dapat hdipertanggung hjawabkan hkepada hmasyarakat. hSemua

asas htersebut sangat hpenting hdalam hpelaksanaan hbantuan hhukum hdalam hranah

praktis hyang hterjadi, hapakah hdalam hkenyataannya hasas-asas htersebut telah hbenar-

benar hterpenuhi hdalam hefektifitas hpenerapan hsuatu haturan hhukum.
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hKenyataan hfenomenal htersebut hsangatlah htidak hbijak hbila hkita hmengatakan

hbahwa haturan hhukum hyang hada hsaat ini hsudah hsempurna dan hcukup hkuat hdalam hhal

hmelindungi hgolongan hmasyarakat hmiskin, haturan-aturan hhukum htersebut hmasih

hperlu huntuk hdilakukan hperbaikan hsecara hberkelanjutan hsupaya hdapat hmengimbangi

hkecepatan hdinamika hmasyarakat hdan hpada hintinya dapat hmembantu hmasyarakat,

hkhususnya bagi hmasyarakat htidak hmampu hatau hmiskin hdalam hhal hmendapatkan

hbantuan hhukum hterutama hmasalah hpembuatan hakta hsebagai hbukti hautentik.

hMeskipun hhak hatas hbantuan hhukum htidak hsecara htegas hdinyatakan hsebagai

htanggung hjawab hNegara, htetapi hterdapat hprinsip hpersamaan hhukum dan

hpernyataan bahwa hIndonesia hsebagai hNegara hhukum hseperti hditerangkan hdalam

hPasal 1 ayat 3 hamandemen hUUD hNRI hTahun h1945 hmenunjukan hbahwa hhak hatas

hbantuan hhukum hadalah hhak hyang hdiatur hnegara, hjika hdikaitkan hatas hhak hterhadap

hbantuan hmasyarakat hyang htergolong hmiskin htidak hdapat hdipisahkan hkarena hhak

hbantuan hhukum hsendiri hdijamin hdalam hsejumlah hketetapan dan hdikelompokan

hsebagai “Non Derogable Rights” h (hak asasi hmanusia).

hBantuan hhukum hadalah hhak hasasi hindividu, hbukan hdiberikan hNegara hatas

hdasar hbelas hkasihan, hperlu hditegaskan hbahwa hbantuan hhukum hbagi hmasyarakat

htidak hmampu hatau hmiskin hadalah hpenerapan hdari hpengakuan hdan hperlindungan

hHak hAsasi hManusia hatas hkeadilan hdan hperlakuan hsama hdi hmuka hhukum (hasas

hequlity hbefore the hlaw). hJasa hhukum adalah hmerupakan hhak hasasi hmanusia htanpa

hkecuali hmemandang hdari hsegi hpribadi hmanusia.

hApabila hdikorelasikan hdengan hfenomena hyang hdiamati holeh hpenulis, hjelas

hsekali hbahwa hdalam hhal hjasa hhukum hyang hdiperuntukkan hbagi horang hyang htidak

hmampu hatau hmiskin hbelum hsepenuhnya hmendapat hperhatian, hdalam hkegiatan hjasa

hhukum hyang hmenjadi hhak hdasar hmanusia hdan hmasih hperlu hmendapat hperhatian

hatau hpengawasan hlebih hkhusus hlagi, hspesifiknya hdalam hbidang hkenotariatan.

hBerdasar hPasal 1 hUUJN, hyang hdimaksud hNotaris hadalah hPejabat humum

hyang hberwenang hmembuat hakta hautentik hdan hmemiliki hkewenangan hlainnya

hsebagaimana hdimaksud hdalam hUndang-Undang atau berdasar hUndang-Undang
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lainnya. hMenurut hHabib hAdjie (2015, hhal. 7-8) hKewenangan hlainnya hyang

hdimaksud hdisini hadalah hterbagi hmenjadi :

1. hKewenangan hUmum hNotaris hadalah hmembuat hakta hsecara humum, hditegaskan

dalam hPasal 15 hayat (1).

2. hKewenangan hKhusus hNotaris hadalah hseperti hyang htermuat hdalam hPasal 15 hayat

(2) hUUJN yaitu hkewenangan hnotaris untuk hmelakukan hperbuatan hhukum yang

hlain.

3. hKewenangan hNotaris hyang hakan hditentukan hkemudian hadalah hsesuai hdalam

hPasal 15 hayat (3) hUUJN hyakni hwewenang hyang hakan hditentukan hberdasar

hperaturan hperundang-undangan hdalam hhal ini hadalah Undang-hUndang.

hAkta hyang hdibuat hNotaris hadalah hakta hautentik hmengenai hsemua

perbuatan, hperjanjian hdan hpenetapan yang hdiharuskan holeh hsuatu hperaturan humum

hatau oleh yang hberkepentingan hdikehendaki untuk hdinyatakan dalam hsuatu hakta

hautentik, hmenjamin hkepastian htanggal, hmenyimpan aktanya hdan hmemberikan

hgrosse, hsalinan dan hkutipannya, hsemuanya hsepanjang hakta htersebut oleh hsuatu

hperaturan htidak hditugaskan atau hdikecualikan hkepada hpejabat atau horang hlain.

hMenurut hPasal 1 hUUJN di atas hNotaris hjuga hdapat hdiartikan hseorang hyang

hdiangkat oleh hpemerintah, hbekerja untuk hmembantu hkepentingan hNegara, hnamun

hNotaris bukan hPNS, karena Notaris tidak hdigaji hpemerintah, hNotaris hhanya

menerima hgaji dari hklien/hpenghadap. hNotaris, adalah hpejabat hnegara hbukan hPNS,

tidak hdigaji hnegara, hNotaris juga hmempunyai hmasa hpensiun, akan tetapi tidak

hmenerima uang hpensiun atau huang hpesangon. hJika hdikaitkan dengan hUndang-

Undang hAparatur hSipil hNegara yaitu hUndang-Undang hNomor 5 hTahun h2014

hkhususnya hPasal 1 hAyat (1) hditerangkan hbahwa hAparatur hSipil hNegara hyang

disingkat hASN hadalah hprofesi hbagi hpegawai hnegeri hsipil dan hpegawai hpemerintah

hdengan hperjanjian hkerja hyang hbekerja hpada hinstansi hpemerintah. hSelanjutnya hpada

hAyat (2) hditerangkan hbahwa hyang hdisebut hpegawai hASN adalah hpegawai hnegeri

asipil adan apegawai apemerintah adengan aperjanjiaan akerja ayang adiangkat aoleh

apejabat aPembina akepegawaian adan adiserahi atugas adalam asuatu ajabatan
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apemerintahan atau adiserahi atugas anegara alainnya dan adigaji aberdasarkan aperaturan

aperundang-undangan.

aSepak aterjang aNotaris adalam apergerakan apembangunan ayang aberhubungan

adengan apermasalahan adi amasyarakat asangat apenting, asebab amasyarakat asebagai

apenentu, aditandai adengan asemakin aluasnya asesuatu ayang adilakukan amasyarakat,

adan ahal atersebut asangat aberkaitan adengan aadvise adan abantuan aseorang anotaris.

aPemerintah a (sebagai arekanan dari aNotaris) adan amasyarakat atentunya amemiliki

acita-cita asupaya ajasa ayang adiberikan anotaris abenar-abenar atepat asasaran adan

aberhasil aguna. aAktivitas aNotaris, yaitu aberkisar amasalah-masalah apraktek ahukum,

adiharapkan amenjadi akontribusi adalam apembangunan, aNotaris awajib aberkaca adari

anilai aperjuangan abangsa. aMaka adari itu, auntuk amerealisasikan ahal atersebut anotaris

aharus aselalu aberdasar aketentuan aundang-undang adalam amenjalankan atugas adan

akewajibannya.

aNotaris amempunyai akewajiban, akewenangan, adan aaturan-aturan ayang

aberkaitan aantara amasyarakat dan anegara. aSelain adalam ahal apendapatan dan agaji

ayang aberhak aditerima anotaris, aartinya anotaris aharus amelaksanakan atugas adan

akewajibannya asesuai aketentuan aUUJN.

aKewajiban aNotaris asecara arinci adiatur adalam aPasal a16 aayat (1) ahuruf a s/d

n adalam aUUJN. aNamun aselain itu aterdapat juga adi pasal-pasal lain amisalnya aPasal

37 ayat (1) amenyatakan abahwa “aNotaris mempunyai akewajiban amemberikan

apelayanan acuma-cuma akepada masyarakat amiskin”. aBunyi adari aundang-undang

tersebut ajelas amenerangkan adibalik hak notarisa terhadap apemasukan aatau gaji

yang aditerima adari apenghadap, anamun anotaris ajuga amempunyai akewajiban

amemberikan jasa pelayanana cuma-cuma akepada amasyarakat amiskin. aDefinisi adan

apengertian amiskin adisini aditentukan aoleh anotaris asecara alangsung, akarena aapapun

yang adihasilkan anotaris abaik itu untuk amasyarakat amiskin atau amampu aadalah

sama, ademikian ajuga adengan aperlakuan adan aservice yang adiberikan.

aMengenai aimbalan agaji ayang aditerima anotaris atidak aada aketentuan apasti

dan tegas dalam aundang-undang. aAkta aNotaris aadalah aproduk aIntelektual aNotaris
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ayang adiselaraskan adengan akecerdasan aseorang Notaaris adalam ameracik amasakan,

aibarat aorang amemasak adalam amembuat ajenis amasakan ayang amemerlukan

aketelitian, aberdasar ahal atersebut, adalam amenentukan abiaya aharus adidasari apada

akesepakatan aantara anotaris adan apenghadap. aSudah apasti ahal ini juga atergantung

dari aakta apa yang akan adibuat notarisa, ameski ademikian aakta naotaris atetap amenjadi

aalat abukti ayang aberkekuatan autama adan asempurna asesuai adengan aundang-undang.

aDari apaparan di atas, aNotaris aharus amemenuhi aamanat asesuai aPasal a37

aAyat (1) aUndang-Undang aNomor a2 Tahun a2014 atentang aJabatan aNotaris yang

amengharuskan anotaris amemberikan ajasa abantuan asecara acuma-cuma dalam abidang

akenotariatan.

aPemberian abantuan ahukum asecara acuma-cuma akepada amasyarakat ayang

atidak amampu asebagaimana adiberikan aoleh aNotaris akepada amasyarakat atersebut

ajuga abiasa aterjadi adalam aberperkara adi apengadilan, ayang abiasa adisebut aprodeo.

aMenurut aPeraturan aMahkamah aAgung aRepublik aIndonesia aNo. 1 aTahun a2014

atentang aPedoman aPemberian aLayanan aHukum aBagi aMasyarakat aTidak aMampu aDi

aPengadilan (“aPerma a1/2014”), aprodeo aadalah aproses aberperkara di apengadilan

secara acuma-cuma adengan adibiayai negara amelalui aanggaran aMahkamah aAgung

RIa.

aPengadilan aprodeo atersebut adiberikan akhusus akepada apemohon yang atidak

amampu asecara aekonomis ayang amengajukan agugatan/permohonan aberperkara

asecara acuma-cuma a (prodeo), dengan asyarat-syarat asebagaimana aPasal 7 aayat (2)

aPerma a1/2014):

1. aSurat aKeterangan aTidak aMampu (“aSKTM”) yang adikeluarkan oleh aKepala

aDesa/Lurah/Wilayah asetempat yang amenyatakan abahwa abenar ayang

abersangkutan atidak amampu amembayar abiaya aperkara, aatau

2. aSurat aKeterangan aTunjangan aSosial alainnya seperti aKartu aKeluarga aMiskin

(KKM), aKartu aJaminan aKesehatan aMasyarakat a (Jamkesmas), aKartu aBeras

aMiskin a (Raskin), aKartu aProgram aKeluarga aHarapan (PKH), aaKartu aBantuan

aLangsung aTunai (BLT), aKartu aPerlindungan aSosial (KPS), atau adokumen

alainnya yang aberkaitan adengan adaftar apenduduk amiskin adalam abasis adata
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aterpadu apemerintah atau yang adikeluarkan aoleh ainstansi lain yang aberwenang

auntuk amemberikan aketerangan atidak mampua.

aDari aserangkaian apenjelasan adi atas adapat adibandingkan aantara abantuan ahukum

asecara acuma-cuma yang adiberikan oleh anotaris, adengan arti bahwa Noataris

amembebaskan ahonor yang asemestinya adiberikan oleh amasyarakat atau aklien

asebagai aimbalan ajasa aNotaris, dengan abantuan ahukum dalam apengadilan aprodeo

yang aartinya abahwa asemua abiaya dalam aproses aberperkara di apengadilan atidak

adibebankan kepada amasyarakat yang aberperkara, akan tetapi aditanggung oleh

aNegara dalam hal ini adalah amelalui aanggaran aMahkamah aAgung.

aPada adasarnya ahukum amemberikan abeban atanggung agugat atau atanggung

jawab aatas aperbuatan yang adilakukannya, namun ademikian tidak berarti asetiap

kerugian aterhadap pihak aketiga aseluruhnya amenjadi atanggung gugat, dan tanggung

ajawab aNotaris (Sjaifurrachman, 2011, hal. 192).

aDi dalam alapangan hukum akeperdataan, sanksi amerupakan atindakan

ahukuman untuk amemaksa orang amenepati perjanjian aatau menaati aketentuan

undang-undang a (Departemen Pendidikan aNasional, 2008, hal. 1224). aSetiap

aaturan ahukum yang aberlaku di aIndonesia selalu ada asanksi pada akhir aturan

ahukum atersebut. aPencantuman sanksi adalam aberbagai aturan hukum atersebut

seperti amerupakan akewajiban yang harus adicantumkan adalam tiap aaturan ahukum.

aSeakan-akan aaturan ahukum yang abersangkutan tidak abergigi aatau tidak adapat

aditegakkan atau tidak aakan adipatuhi aapabila pada abagian aakhir atidak

amencantumkan sanksi. aTidak ada agunanya amemberlakukan kaidah-akaidah ahukum

manakala akaidah-kaidah adimaksud asecara aprocedural a (hukm acara) a

(Sjaifurrachman, 2011, hal. 194).

aSanksi bagi aNotaris yang amenolak apermohonan abantuan hukum adari

amasyarakat tidak amampu sebagaimana Pasal a37 ayat (1), asanksinya diatur adalam

aPasal 37 ayat (2) yang amenentukan: a “Notaris yang namelanggar aaketentuan

aasebagaimana adimaksud aapada aayat (1) adapat aadikenai aasanksi aberupa :

a. aPeringatan aLisan

b. aPeringatan aTertulis
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c. aPemberhentian aSementara

d. Pemberhentiana dengan aHormat

e. aPemberhentian adengan aTidak ahormat.

aSanksi-sanksi aatas apelanggaran atersebut asangat ajelas aberhubungan adan

aberkaitan adengan anotaris adan amasyarakat sendiri ayang amempunyai peran apenting

adalam arangka amengawasi akinerja adan asepak terjang anotaris. Hal atersebut abisa

aberdampak meminimalisir aterhadap tindakan anotaris yang tidak asinergi adengan

aamanat undang-aundang.

aKetegasan amengenai ahal akewajiban anotaris adalam apemberian abantuan

ahukum adalam ahal apembuatan aakta anotaris akepada aorang ayang atidak amampua, ajuga

adiatur adalam aKode Etik aNotaris ahasil aPerubahan Kode aEtik Notaris aKongres Luar

aBiasa aIkatan aNotaris aIndonesia di aBanten. aKode Etik aNotaris merupakan akaidah

moral ayang ditentukan oleh aorganisasi profesi anotaris, ayaitu aIkatan aNotaris

aIndonesia yang awajib dipatuhi asemua anggota aperkumpulan yang amenjalankan

tugas ajabatan sebagai aNotaris. aDalam Pasal a3 angka a7 disebutkan abahwa

kewajiban anotaris adalah amemberikan jasa apembuatan akta adan kewenangan

alainnya untuk amasyarakat yang tidak mampu tanpa amemungut ahonorarium.

aPenjatuhan asanksi aterhadap anotaris ayang amelanggar akode aetik adiatur

adalam aPasal 6 aangka 1, asanksinya bisa aberupa: aa. ateguran, b. aperingatan, c.

apemberhentian asementara adari akeanggotan aperkumpulan, d. apemberhentian

dengan ahormat dari akeanggotaan aperkumpulan, ea. pemberhentian dengan atidak

ahormat dari akeanggotan perkumpulana. aSanksi-sanksi atersebut disesuaikan adengan

akuantitas dan akualitas pelanggaran ayang dilakukan aoleh anotaris asebagai aanggota

aperkumpulan.

aSanksi-sanksi atersebut amulai adari ateguran lisan asampai adengan

apemberhentian dengan atidak ahormat, adisesuaikan dengan akuantitas dan akualitas

pelanggaran ayang adilakukan. aPenjatuhan sanksi-sanksi atersebut dilakukan ahanya

aapabila notaris aterbukti melanggar aketentuan Pasal a37 ayat (1) aUUJN.
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aBerdasarkan auraian atersebut adapat adijelaskan abahwa asalah asatu akewajiban

anotaris memberikan apelayanan ahukum dalam ahal pembuatan aakta atanpa

amemungut biaya aatau secara acuma-acuma kepada amasyarakat yang atidak amampu

asecara tegas adiatur baik adalam UUJN amaupun adalam Kode aEtik Notarisa. aHal ini

amenegaskan bahwa anotaris wajib amengutamakan pengabdian akepada kepentingan

amasyarat dan aNegara dalam amenjalankan kewenangannya ajuga diharuskan asesuai

dengan aamanat UUJN adan kode aetik, aantara alain amisalnya aterhadap aoranga-orang

ayang amiskina, anotaris amembebaskan ahonorarium adalam apembuatan aakta aatau ajasa

ahukum alainnya aberkenaan adengan aakta. aAtas adasar alatar abelakang aitulaha, maka

arumusan amasalah adalam akarya ailmiah aini aadalah:

a. aApakah apenolakan apemberian ajasa ahukum acuma-cuma aoleh anotaris adapat

adibenarkan?

b. aBagaimana perlindungan ahukum abagi aorang ayang atidak amampu adalam

amendapatkan ajasa ahukum acuma-cuma oleh anoataris?

2 METODEa PENELITIANa

aMetode yang adigunakan dalam apenulisan karya ailmiah ini aadalah metode

apenelitian normatifa, yaitu adengan acara ameneliti bahan apustaka atau abahan ahukum

sekunder yang berkaitan dengan pemberian jasa hukum cuma-cuma oleh notaris

sebagai proses auntuk amenentukan aturan ahukum, aprinsip-aprinsip ahukum amaupun

adoktrin-doktrin ahukum guna amenjawab isu ahukum yang adihadapi aberupa

aargumentasi, teori aatau konsep abaru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan

masalah yang adihadapi.

aPermasalahannya adidekati adengan amenggunakan apendekatan astatute

aapproach, adan aconceptual aapproacha. Statute aaapproach amerupakan apendekatan

ayang amendasarkan apada aketentuan aperundang-undangan ayang aberlaku yang

akaitannya dengan apermasalahan yang adibahas, adilakukan dengan amenelaah semua

undang-undanga dan aregulasi yang abersangkut apaut dengan aisu ahukum ayang
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asedang ditangania (Peter aMahmud aMarzuki, a2014, hal. 133), terutama aUndang-

Undang aRepublik aIndonesia Nomor a30 Tahun 2004 tentang aJabatan aNotaris a

(Lembaran aNegara aRepublik aIndonesia aTahun a2004 anomor a117a, aTambahan

aLembaran aNegara aRepublik aIndonesia aNomor a4432a) asebagaimana atelah adiubah

adengan aUndanga-aundang aRepublik aIndonesia aNomor a2 aTahun a2014 atentang

aPerubahan aAtas aUndanga-aUndang aRepublik aIndonesia aNomor a30 aTahun a2004

atentang aJabatan aNotaris a (aLembaran aNegara aRepublik aIndonesia aTahun a2014

aNomor a3a, aTambahan aLembaran aNegara aRepublik aIndonesia aNomor 5491a).

aPendekatan akonseptual a (aconceptual aapproacha), aberanjak adari apandangana-

apandangan adan adoktrina-adoktrin ayang aberkembang adi adalam ailmu ahukum a (Peter

Mahmud Marzuki, 2014, hal. 135), dengan mengkaji pendapat para sarjana yang

adigunakan asebagai apendukung.

aBahan-bahan yang adiperoleh adianalisa adengan amenggunakan ametode

anormatif akualitatifa. aSecara anormatif akarena apenelitian adalam apenulisan akarya

ailmiah aini abertitik atolak adari aperaturana-aperaturan ayang aada asebagai ahukum apositif.

aSecara akualitatif akarena amerupakan aanalisis abahan ahukum ayang aberasal adari ahasil

apenelusuran abahan apustaka atermasuk aputusana-aputusan apengadilan.

3 PEMBAHASANa

3.1 aPemberian aJasa aHukum aSecara aCumaa-acuma aDan aSanksi aHukum aAtas

aPelanggaran aMenurut aUUJN aDan aKode aEtik

aNotaris selama amenjalankan tugas ajabatannyaa, ameskipun adiangkat adan

adiberhentikan aoleh apemerintaha, atetapi atidak amendapat agaji adari apemerintah aatau

auang apensiun adari apemerintaha, asehingga ahonorarium ayang aditerima aNotaris

asebagai apendapatan apribadi aNotaris ayang abersangkutan a (Habib aAdjiea, a2008a).

aArtinya aketika aNotaris asedang adalam amenjalankan ajabatannya aakan amendapatkan

ahonorarium ayang adiberikan aoleh amasyarakat aatas ajasa ahukum ayang adiberikannyaa.

Pelayanan jasa ahukum apengurusan selain apembuatan aakta ahanya adapat

adiberikan aapabila aada akehendak adan apermintaan adari apara apihak aatau apenghadapa.

aKehendak aadalah adasar adari ahukum akeperdataana. aDiawali adengan a aadanya
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fkehendak fdari fpara fpihak funtuk fmenuangkan fdalam fakta fautentik fmenjadi

fperlindungan fhukum fbagi fNotaris fdalam fmenjalankan fjabatannyaf.

fPengaturan fmengenai fhonorarium fdalam fhal fpembuatan fsuatu fakta

fautentik fdiatur fdalam fPasal f36 fUUJN fyang fmengatur fmengenai ftarif fmaksimal

fjasa fNotaris fatau fhonorarium fyang fberhak fditerima foleh fsetiap fNotarisf. fBerbicara

fpengaturan fhonorarium ftidak fberhenti fdi fPasal f36 fUUJN fyang fmenetapkan fhak

fnotaris fmenerima fhonorarium fdengan fpengaturan fbesar fminimum fdan

fmaksimumnya fsajaf, ftetapi fhal fhonorarium fbagi fnotaris fjuga fdiatur ftentang

fkewajiban notaris fmembebaskan honorarium fkepada nasyarakat fyang tidak

fmampu sebagaimana fPasal 37 fayat (f1) fUUJN. fArtinya Notaris fwajib memberikan

fjasa hukumnya fdibidang kenotariatan fyaitu dalam fpembuatan akta fdengan cumaf-

cuma ftanpa memungut fhonorarium atau fbiaya atas fakta yang fdibuatnya tersebut

fkepada orang fatau masyarakat fyang tidak fmampu. fPelanggaran atas fkewajiban

tersebut fterdapat sanksinya fyang diatur fdalam Pasal f37 ayat f (2) fUUJN.

fKewajiban Notaris fmemberikan pelayanan fhukum secara fcuma-fcuma

tersebut fdiatur juga fdalam Kode fEtik Notaris fPasal 3 fangka 7 fyang menentukanf:

“fAnggota perkupulan fwajib memberikan fjasa pembuatan fakta dan fkewenangan

lainnya funtuk masyarakat fyang ftidak fmampu ftanpa fmemungut fhonorariumf”. f

fHubungan fNotaris fdengan fklien fharus fberlandaskan :

1. fNotaris memberikan fpelayanan kepada fmasyarakat yang fmemerlukan

jasanya fdengan sebaikf-baiknya.

2. Notarisf memberikan fpenyuluhan fhukum funtuk fmencapai fkesadaran

fhukum fyang ftinggif, fagar fanggota fmasyarakat fmenyadari fhak fdan

fkewajibannyaf.

3f. fNotaris fharus fmemberikan fpelayanan fkepada fanggota fmasyarakat fyang

fkurang fmampu.

fHubungan fNotaris fdengan fsesama frekan fnotaris fharuslah :

1. fHormat ffmenghormati ffdalam ffsuasana ffkekeluargaanf.

2. ffTidak ffmelakukan ffperbuatan ffataupun ffpersaingan ffyang ffmerugikan ffsesama.

3. ffSaling ffmenjaga ffdan ffmembela ffkehormatan ffdan ffkorps ffnotaris ffatas ffdasar

ffsolidaritas ffdan ffsifat fftolong ffmenolong ffsecara ffkonstruktif.
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fSanksi adalah fsuatu hukuman fyang dijatuhkan foleh Dewan fKehormatan

yang fdimaksudkan sebagai fsarana, fupaya dan falat pemaksa fketaatan dan

fdisiplin anggota fPerkumpulan maupun forang lain fyang memangku fdan

menjalankan fjabatan Notarisf. Menurut fketentuan Pasal f1 angka f9 Kode fEtik

Notarisf, pelanggaran fadalah perbuatan fatau tindakan fyang dilakukan foleh:

- fanggota Perkumpulan fyang bertentangan fdengan Kode fEtik danf/atau

fDisiplin fOrganisasi;

- forang lain fy ang memangku fdan menjalankan fjabatan Notaris fyang

bertentangan fdengan fketentuan fKode fEtik.

fPelanggaran fnotaris ftersebut fberarti fNotaris ftidak fmelakukan fkewajiban fyang

ftelah fditetapkan foleh fKode fEtikf, fdan fbisa fjuga fNotaris fmelanggar fmelakukan

fflarangan fyang fjuga ftelah fditetapkan fpada fKode fEtik.

fKode Etik fNotaris berfungsi fsebagai kaidah fmoral bagi fpraktik

kenotariatan fdi Indonesiaf. Kode fEtik Notaris fberisi tentang fhal yang fbaik dan

fburuk serta fsanksi-fsanksi yang fdapat dikenakan fjika ada fyang melakukan

fpelanggaran. fAdanya sanksi fterhadap Notaris fyang melanggar fmenunjukkan

Notaris fbukan sebagai fsubjek yang fkebal terhadap fhukum. fNotaris di fsamping

dapat fdijatuhi sanksi fperdata dan fadministratif sebagaimana ftelah dijelaskan fdi

atasf, juga dapat fdijatuhi sanksi fetika fdan fbahkan fpidana.

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran

Kode Etik dapat berupa :

a. Teguran;

b. Peringatan;

c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;

d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;

e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

fPenjatuhan fsanksi fsebagaimana fterurai fdi fatas fterhadap fanggota fyang

fmelanggar fKode fEtik fdisesuaikan fdengan fkuantitas fdan fkualitas fpelanggaran

fyang fdilakukan fanggota ftersebutf. fPutusan fdan fpenjatuhan fsanksi ftersebut foleh

fDewan fKehormatan fPusat fsebagai fpihak fyang fberwenang funtuk fmemutuskan

fdan fmenjatuhkan fsanksi fterhadap fpelanggaran fyang fdilakukan foleh fanggota
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fbiasa f (fdari fNotaris faktiff) fPerkumpulanf, fterhadap fpelanggaran fnorma fsusila

fatau fperilaku fyang fmerendahkan fharkat fdan fmartabat fnotarisf, fatau fperbuatan

fyang fdapat fmengurangi fkepercayaan fmasyarakat fterhadap fnotaris.

fNotaris sebagai fsalah satu fpendekar hukum ftentu sangat ffasih tentang

fperaturan hukum fyang berlaku fdi negeri fini. fOleh karena fitu menurut fIra

Koesoemawati fdan Yunirman fRijan (f2009), fseorang pendekar fhukum juga fpasti

mengerti frisiko jika fmelakukan pelanggaran fhukum. fSewaktu menjalankan ftugas

ataupun fdalam kehidupan fsehari-fhari, fseorang Notaris fharus menjalaninya fsesuai

dengan fkoridor hukum fdi Indonesia f (Ira fKoesoemawati dan fYunirman Rijanf,

2009f, half. 48-f49). fPelanggaran terhadap fnorma-fnorma yang fberlaku akan

fmencemari kehormatan fdan martabat fjabatan Notaris fyang akhirnya dapat

ffmenimbulkan ketidakpercayaan fdari fmasyarakat fterhadap fpara fNotarisf.

fPelanggaran fterhadap fnormaf-fnorma fyang fberlaku fdi fnegeri finif, fterutama

fpelanggaran fnorma fhukum fdapat fterkena fhukumanf/sanksi.

fSanksi-fsanksi merupakan fbagian penutup fyang penting fdalam hukum f

(Philipus fM. fHadjon, fdkk, f2002, fhal. f245), dan ftiap aturan fhukum yang fberlaku di

fIndonesia selalu fada sanksi fpada akhir faturan hukum tersebut f. Pembebanan sanksi

di fIndonesia tidak hanya fterdapat dalam bentuk undangf-undang, tetapi fbisa dalam

bentuk peraturan flain, seperti keputusan fmenteri ataupun bentuk lain fdi bawah

undang-fundang (Tatiek Sri fDjatmiati, 2004, fhal. 84). fPencantuman sanksi dalam

berbagai faturan hukum tersebut seperti fmerupakan kewajiban yang harus

fdicantumkan dalam tiap aturan fhukum. Habib Adjie (2009, hal f. 90)

mengemukakan f “jika dalam suatu faturan hukum ditentukan kepada fsiapa saja

yang melanggar faturan hukum tersebut akan fdijatuhi sanksi pidana, fperdata, dan

fadministrasi, maka fkepada pelanggar fdapat fdijatuhi fsanksi fsecara fkumulatiff”.

fAturan-aturan fhukum yang fdicantumkan dalam fperaturan perundangf-

undanganf, tanpa fadanya sanksi fhukum terhadap fpelanggaran aturan ftersebut

mencerminkan ftidak ada fkepastian hukum fdalam peraturan fperundang-fundangan

tersebutf. Dengan fdemikian sanksi fpada hakikatnya fmerupakan finstrument fyuridis

fyang fbiasanya fdiberikan fapabila fkewajibanf-fkewajiban atau flaranganf-larangan
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fyang fada fdalam fketentuan fhukum ftelah fdilanggar (fTatiek fSri fDjatmiati, f2004, hal.

82), dan dibalik pintu ketentuan pemerintah dan larangan (geen verboden) tersedia

fsanksi funtuk fmemaksa fkepatuhan f (fPhilipus fMf., fHadjonf, f1992f, fhalf. f5).

3.2 fPerlindungan fHukum fMasyarakat fTidak fMampu fDalam fUpaya

fMendapatkan fJasa fNotaris fSecara fCumaf-cuma

fNotaris fmerupakan fsalah fsatu fprofesi fdibidang fhukumf. fProfesi fnotaris

flahir fdari fhasil finteraksi fantara fsesama fanggota fmasyarakat fdan fdikembangkan

fdan fdiciptakan foleh fmasyarakat fsendiri (Habib Adjie, f2008, hal. 8). Notarisf

fmenurut fUUJN fadalah fpejabat fumum fyang fberwenang funtuk fmembuat fakta

fautentik fdan fmemiliki fkewenangan flainnya fsebagaimana dimaksud fdalam

Undangf-Undang fini atau fberdasarkan undangf-undang flainnya. fNotaris bagian fdari

negara fyang memiliki fkekuasaan umum dan fberwenang menjalankan sebagian

fdari kekusaan negara funtuk membuat alat fbukti tertulis secara fautentik dalam

bidang fhukum fperdata.

fNotaris fsebagai fpejabat fumum fmemiliki fperanan fsentral fdalam

fmenegakkan fhukum fdi fIndonesiaf, fkarena fselain fkuantitas fnotaris fyang fbegitu

fbesarf, fnotaris fdikenal fmasuk fkelompok felit fdi fIndonesiaf. fNotaris fsebagai

fkelompok felit fberarti fnotaris fmerupakan fsuatu fkomunitas filmiah fyang fsecara

fsosiologisf, fekonomisf, fpolitis fserta fpsikologis fberada fdalam fstraatifikasi fyang

frelatil flebih ftinggi fdi fantara fmasyarakat fpada fumumnya f (fAbdul fGhofur fAnshorif,

f2013f, fhal. 1).

Notaris fberperanan fmengakomodasi fperbuatan fhukum fperdata fyang

fdilakukan foleh fmasyarakatf. fKedudukan fnotaris ftidak fberada fdi flembaga

feksekutiff, flegislatiff, fdan fyudikatif fsehingga fdapat fdipercaya fsebagai fahli fyang

ftidak fmemihak fdalam fmembuat fakta fautentik.

fPekerjaan fNotaris flebih fmendahulukan fpelayanan fdaripada fimbalan f

(fpendapatanf). fArtinya fNotaris fmendahulukan fapa fyang fharus fdikerjakan fbukan

fberapa fbayaran fyang fditerimaf. fKepuasan fklien flebih fdiutamakanf. fPelayanan itu

fdiperlukan fkarena fkeahlian fpreofesionalf, fbukan famatiranf. fNotaris fsebagai fseorang

fprofessional fselalu fbekerja fdengan fbaikf, fbenarf, fdan fadilf. Baik artinya teliti, tidak
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fasal kerjaf, tidak fsembrono. fBenar artinya fdiakui oleh fprofesi yang fbersangkutan.

fAdil artinya ftidak melanggar fhak pihak flain. fSedangkan imbalan fdengan

sendirinya fakan dipenuhi fsecara wajar fapabila klien fmerasa puas fdengan

pelayanan fyang fdiperolehnya.

Notarisf fmenjalankan tugasnya fdibebani dengan ftanggung jawab fkepada

diri fsendiri dan fkepada masyarakatf. Bertanggung fjawab kepada fdiri sendiri fberarti

seoreang fprofessional bekerja fkarena integritas fmoral, fintelektual, fdan

professional fsebagai bagian fdari kehidupannyaf. Ketika fseorang professional

fmemberikan pelayanan fia selalu fmempertahankan citaf-cita fluhur profesi fsesuai

dengan ftuntutan kewajiban fhati nuranif, bukan fkarena sekedar fhobi belakaf.

fBertanggung jawab fkepada masyarakat fartinya kesediaan fmemberikan

pelayanan fsebaik mungkin fsesuai dengan fprofesinya, ftanpa membedakan fantara

pelayanan fdengan fbayaran fyang ftinggif, flebih frendah fatau ftanpa fbayaran fserta

fmenghasilkan flayanan fyang fbermutuf, fyang fberdampak fpositif fbagi fmasyarakatf.

fPelayanan fyang fdiberikan ftidak fsemataf-fmata fbermotif fmencari fkeuntungan

fmelainkan fjuga fpengabdian fkepada fsesama fmanusiaf.

fMeskipun fsuatu fprofesi fdijalankan ftidak fsemataf-fmata fberdasarkan fuangf,

fnamun fadanya fsuatu fpenghargaan f (fhonorariumf) fmutlak fdiperlukan fsebagai fsalah

fsatu funsur fdari fprofesionalismef. fDalam fUUJN fmengenai fhonorarium fnotaris

fdiatur fdalam fPasal f36 fyang fmenyatakan fbahwa fnotaris fberhak fmenerima

fhonorarium fatas fjasa fhukum fyang fdiberikan fsesuai fdengan fkewenangannya f.

fNamun ftidak fhanya fhak fyang fharus fdidapatkan foleh fnotaris fdari fjasa fhukum

ftersebutf, fnotaris fjuga mempunyai fkewajiban fmemberikan jasa fhukumnya tersebut

fsecara cumaf-cuma f (tanpa fmemungut honorariumf) kepada fmasyarakat yang ftidak

mampu fsebagaimana diatur fdalam Pasal f37. fHal ini fdiwajibkan kepada fnotaris

sebagai ftanggung jawab fsosial kepada fmasyarakat, fkhususnya masyarakat fyang

kurang fmampu yang fmembutuhkan jasa fhukum dalam fhal pembuatan fakta oleh

fNotaris.

fJenis fsanksi fyang ftersebar fdalam fpasalf-fpasal ftertentu fdalam fUUJN

ftermasuk fsanksi fpelanggaran fNotaris fterhadap fPasal f37 fayat f (f1f) fyang fdituangkan
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fdalam fPasal f37 fayat f (f2f) fbersifat fberjenjang fsesuai ftingkat fkesalahan fNotarisf,

fyaitu:

a. iPeringatan ilisan,
b. iPeringatan itertulis,
c. iPemberhentian isementara,
d. iPemberhentian dengan ihormat, atau
e. iPemberhentian dengan itidak ihormat.

iPenempatan isanksi iberupa iperingatan ilisan idan iperingatan itertulis isebagai

iawal iuntuk imenjatuhkan isanksi iyang iselanjutnya ibukan itermasuk isanksi

iadministratifi. iMenurut iPhilipus iM. iHadjon (1992, hal. i234) i “Dalam isanksi

iadministratif iberupa ipaksaan ipemerintahi, isebelum idijatuhkan isanksi iharus

ididahului idegan iperingatan ilisan idan iperingatan itertulisi, ihal iini idimasukkan

isebagai iaspek iprosedur ipaksaan inyata i”. iPelaksanaan iperingatan ilisan imaupun

iperingatan itertulis ibertujuan iuntuk imenguji iketepatan idan ikecermatan i (iakurasii)

iantara iperingatan ilisan idan itertulis idengan ipelanggaran iyang idilakukan

iberdasarkan iaturan ihukum iyang iberlaku i. iDalam ipelaksanaan iperingatan ilisan idan

iperingatan itertulis imemberikan ihak ikepada imereka iyang idiberi iperingatan ilisan

idan itertulis itersebut iuntuk imembela idiri idalam isuatu iupaya iadministrasi idalam

ibentuk ikeberatan iatau ibanding iadministrasi i. iDengan idemikian irumusan isanksi

iberupa iperingatan ilisan idan iperingatan itertulis itidak itepat idimasukkan isebagai

isuatu isanksii, itapi ihanya imerupakan itahapan iawal iuntuk imenjatuhkan isanksi

ipaksaan inyata iyang iuntuk iselanjutnya ijika iterbukti idapat idijatuhi isanksi iyang

ilain.

Tanpa imengurangi iketentuan iyang imengatur itentang iprosedur iatau itata

icara imaupun ipenjatuhan isanksii, imaka iterhadap ianggota iperkumpulan iyang itelah

imelanggar iUUJN idan idikenakan isanksi ipemberhentian idengan ihormat iatau

pemberhentian idengan tidak ihormat sebagai iNotaris oleh iinstansi yang

iberwenang, imaka anggota iyang bersangkutan iberakhir keangotaannya idalam

Perkumpulani.

iMakna dari iPasal 37 iayat (i1) iUUJN mengandung inilai rohanii, ekonomisi,

dan isosiologis. iPasal 37 iayat (i2) iUUJNi memiliki imakna bahwa isanksi yang

idiberikan sebagai isanksi administrative isebagaimana dijelaskan ipada bab
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isebelumnya, iartinya ada ipersyaratan tertentu iyang harus idipenuhi oleh inotaris.

iPersyaratani-persyaratan itersebut itentunya iuntuk ikepentingan iorang iyang ibetul-

betul itidak imampu. iMacam iaktanyapun iadalah iakta iuntuk iperorangan iatau ibadan

ihukum iyang ibergerak idibidang isosial iatau ikeagamaani, imisalnya iuntuk iyayasan

iyang ibergerak idibidang isocial isebagaimana icontoh ikasus iyang idipakai ipada

ipembahaan ikarya iilmiah iini.

iProsedur iuntuk imendapatkan ijasa ihukum idari inotaris ibaik iyang idengan

ihonorarium iatau itanpa ihonorariumi, isyarat iyang imutlak iharus idipenuhi ioleh iklien

iyang idatang ike ikantor inotaris iadalah iharus imemenuhi iketentuan iPasal i39 iUUJN

idan iklien imemenuhi idokumeni-idokumen iyang ilengkap idalam ipembuatan isuatu

iaktai. iSyarat ilainnya ikhususnya iterhadap iklien iyang itidak imampu iadalah ia)

imenyerahkan isurat iketerangan itidak imampu idari ipejabat yang berwenang

isetempat; ib) ipengakuan penghadap ibahwa dirinya isecara finansial itidak mampui;

Selain iorang yang tidak mampu ipemberian jasa itersebut dapat ijuga diberikan

ikepada Badan iHukum yang ibersifat sosial i/keagamaan iyang membutuhkan iakta.

iKalau semua ipersyaratan itu isudah dipenuhi ioleh klieni, maka itidak ada ialasan

bagi inotaris untuk imenolak klien itersebut. iTerhadap Notaris iyang melanggar

iketentuan Pasal i37 ayat i (1i) UUJNi, maka imasyarakat harus iberani melaporkan

inotaris tersebut i. Selanjutnya iNotaris tersebut iakan diproses idan dikenakan isanksi

administrasi isebagaimana ketentuan iPasal 37 iayat i (2) UUJNi.

iDi iantara isanksi-isanksi sebagaimana iuraian di iatas, iUUJN secara ieksplisit

tidak imengatur masalah isanksi berkenaan idengan Notaris iyang menolak

imemberikan jasa ihukum secara icuma- icuma kepada iorang atau imasyarakat yang

tidak imampu sebagaimana iyang diwajibkan ioleh Pasal i37 ayat i (1i) dan isanksinya

diatur idalam Pasal i37 ayat i (2) UUJN. iNamun bila idikaji lebih ijauh dengan

imengacu pada iPasal 12 ihuruf d ibeserta penjelasannya i, secara iimplisit Notaris

iyang menolak ipermohonan jasa ihukum secara icuma-icuma oleh imasyarakat yang

itidak mampu iyang membutuhkan ijasa Notaris iadalah bisa idikatagorikan sebagai

inotaris yang imelakukan pelanggaran iberat terhadap ikewajiban dan ilarangan

jabatan i (iPasal i12 huruf idi). iSanksi idari ipelanggaran ikewajiban iNotaris itersebut
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imenurut iPasal i12 ihuruf id iadalah iNotaris idiberhentikan idengan itidak ihormat idari

ijabatannya.

iNotaris dalam imenjalankan tugasnya idibatasi oleh ikoridor-ikoridor aturani.

Pembatasan iini dilakukan iagar seorang inotaris tidak ikebablasan dalam

imenjalankan praktiknya idan bertanggung ijawab iterhadap segala ihal yang

idilakukannya. iPelanggaran itu idiantaranya adalah penolakan inotaris terhadap

ipermohonan masyarakat iyang tidak imampu yang imembutuhkan jasa ihokum

seorang inotaris dalam ihal pembuatan iakta sebagaimana iyang diamanatkan ioleh

UUJN Pasal i37 iayat i(1) atau ijuga yang idiamanatkan oleh iKode Etik iPasal 3

iangka 7i, tetapi inotaris atau ioknum notaris imelanggar ketentuan itersebut. iDisadari

atau itidak, ipelanggaran-ipelanggaran tersebut ipernah iterjadi iatau itidak iboleh

imenggunakan iistilah isering iterjadi idan itentu isaja iada ipihak-ipihak yang idirugikan

dari ipelanggaran tersebut i, dalam ihal ini masyarakat iyang tidak imampu tersebut

ikarena tidak imendapatkan bantuan ijasa hokum iyang dibutuhkani.

iMasyarakat yang idemikian memerlukan iperlindungan hukumi.

Perlindungan ihukum, iyang berarti iperbuatan untuk imemberikan perlindungan

idari segi iperaturan perundangi-undangani. Pengertian iperlindungan hukum ibagi

rakyat imenurut Philipus iM. iHadjon (i1987, ihal. i1) iberkaitan dengan irumusan yang

idalam kepustakaan iberbahasa Belanda iberbunyi " irechtsbescherming van ide

burgers itegen de ioverheid dan idalam kepustakaan iberbahasa Inggris ilegal

protection iof the iindividual inrelation ito acts iofadministrative authorities i"

(iPhilipus iM. Hadjoni, 1987, ihal. 1).

Dalam rumusan perlindungan ihukum bagi irakyat tersebut iPhilipus M i.

Hadjon i (1987i, hali. 1) isengaja tidak idicantumkan terhadap ipemerintah atau

iterhadap tindak ipemerintahan dengan ipertimbangan dan ialasan berikut i:

- iIstilah rakyat isudah mengandung ipengertian sebagai ilawan dari iistilah
ipemerintahi. iIstilah irakyat ipadai. ihakekatnya iberarti iyang idipemerintah i

(ithe igovernedi, igeregeerdei). iDengan idemikiani, iistilah irakyat imengandung
iarti iyang ilebih ispesifik idibandingkan idengan iistilahi-iistilah idalam ibahasa
iasingi, iseperh i: volks, people, peuple.

- iDicantumkannya iterhadap ipemerintah iatau iterhadap itindak ipemeritahan
idapat imenimbulkan ikesan ibahwa iada ikonfrontasi iantarai. irakyat isebagai
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iyang idiperintah dengan ipemerintah isebagai iyang imemerintahi. iPandangan
iyang idemikian itentunya ibertentangan idengan ifalsafah ihidup inegara ikitai,
iyang imemandang irakyat idan ipemerintah isebagai iparui- iparu idalam iusaha
imewujudkan icitai- icita ihidup ibernegara.

iHal ini iberarti bahwa iperlindungan hukum iterhadap rakyat iini ada ikaitannya

dengan isuatu tindakan ipemerintah yang ibisa melakukan iperbuatan secara

isewenang-iwenang atau imelampaui iwewenang iyang iada ipadanya.

iBerkaitan idengan iperlindungan iterhadap imasyarakat iatau iorang itidak

imampu iuntuk imendapatkan ijasa ihukum idari iNotaris isecara icumai- icuma itanpa

idipungut ibiaya ihonorarium iNotaris isebagaimana iPasal i37 iayat (i1) iUUJN dan

iijuga Pasal ii3 angka ii7 Kode iiEtik Notarisi, ibahwa iimasyarakat imempunyai i ihak

iuntuk iimendapatkan ijasa iihukumi, i idemikian ijuga iNotaris mempunyai i ikewajiban

untuk imemberikan ijasa ihukum berkaitan iidengan tugas idan iwewenang Notaris

iyaitu imembuat iakta iiautentik.

Perlindungan i hukum iterhadap masyarakat itidak mampu itersebut dapat

idiartikan sebagai isegala upaya iyang ditujukan iuntuk melindungi imasyarakat

dengan imenerapkan aturan ihukum yang iada yang imengatur hal itersebut. iPasal 37

iayat ( i1) iUUJN menentukan ibahwai:

(1) iNotaris wajib memberikan ijasa hukum di bidang ikenotariatan secara
cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

(2) Notaris iyang melanggar ketentuan sebagaimana idimaksud pada iayat (1)
dapat dikenaii sanksi berupa:
a. Peringatan ilisan;
b. Peringatan itertulis;
c. iPemberhentian semenara;
d. iPemberhentian dengan hormat; atau
e. Pemberhentian idengan itidak ihormat.

iSelain idalam iUUJN idalam iKode iEtik iNotaris ipun ijuga imengatur ihal itersebut

isebagaimana iPasal i3 iangka i7 idan isanksinya idiatur idalam iPasal i6 iyang

imenentukan:

1. iSanksi iyang idikenakan iterhadap ianggota iyang imelakukan

ipelanggaran iKode iEtik idapat iberupa :

a. iTeguran;
b. iPeringatan;
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c. iPemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
d. iPemberhentiani dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
ie. iPemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan

Perkumpulan.
2. iPenjatuhan isanksi isebagaimana iterurai idi iatas iterhadap iianggota

yang imelanggar iKode iEtik idisesuaikan idengan ikuantitas idan
ikualitas ipelanggaran iyang idilakukan ianggota itersebut.

3. iDewan iKehormatan iPusat iberwenang iuntuk imemutuskan idan
imenjatuhkan isanksi iterhadap ipelanggaran iyang idilakukan ioleh
ianggota ibiasa i ( idari iNotaris iaktifi) iPerkumpulani, iterhadap
ipelanggaran inorma isusila iatau iperilaku iyang imerendahkan iharkat
idan imarta ibat inotarisi, iatau iperbuatan iyang idapat imengurangi
ikepercayaan masyarakat iterhadap inotaris.

4. iPelanggaran Kode iEtik iyang idilakukan ioleh orang ilain (yang isedang
idalam menjalankan ijabatan Notarisi), dapat idijatuhkan isanksi iteguran
idan/atau iperingatan.

5. iKeputusan iDewan iKehormatan iberupa iteguran iatau iperingatan
itidak idapat idiajukan ibanding.

6. iKeputusan iDewan iKehormatan iDaerah iDewan iKehormatan
iWilayah iberupa ipemberhentian isementara iatau ipemberhentian
idengan ihormat iatau ipemberhentian idengan itidak ihormat idari
ikeanggotaan iPerkumpulan idapat idiajukan ibanding ike iDewan
iKehormatan iPusat.

7. Keputusan Dewan iKehormatan iPusat itingkat ipertama iberupa
ipemberhentian isementara iatau ipemberhentian idengan ihormat iatau
ipemberhentian idengan itidak ihormat idari ikeanggotaan iPerkumpulan
idapat idiajukan ibanding ike iKongres.

8. Dewan iKehormatan iPusat iberwenang ipula iuntuk imemberikan
irekomendasi idisertai iusulan ipemecatan isebagai inotaris ikepada
iMenteri iHukum idan iHak iAsasi iManusia iRepublik iIndonesia.

iPermasalahan ipelanggaran iNotaris iyang idibahas idalam ikarya iilmiah iinii,

iadalah ipelanggaran inotaris iterhadap ikewajiban iyang itelah iditetapkan ioleh iUUJN

idan iKode iEtik iNotaris iyaitu ikewajiban imemberikan ijasa ihukum idi ibidang

ikenotariatan isecara icumai-icuma ikepada iorang iyang itidak imampu isebagaimana

iketentuan iPasal i37 iUUJNi, iatau idengan iistilah idalam iKode iEtik iNotaris iPasal i3

iangka i7 iadalah ikewajiban ipemberian ijasa ipembuatan iakta idan ikewenangan

ilainnya iuntuk masyarakat iyang tidak imampu tanpa imemungut honorariumi.

iHak Notaris iadalah memungut ihonorarium dari iklien atas ijasa notaris

iyang diberikan iyaitu membuat iakta. iMengutip apa iyang dikemukakan iHabib

Adjie i (2013i) berkenaan idengan imbalan iatas jasa iNotaris bahwa iNotaris selama

imenjalankan tugas ijabatannya, imeskipun diangkat idan diberhentikan ioleh
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ipemerintah, itetapi tidak imendapat gaji idari pemerintah iatau uang ipensiun dari

ipemerintah, isehingga honorarium iyang diterima iNotaris sebagai ipendapatan

pribadi iNotaris yang ibersangkutan. iArtinya ketika iNotaris isedang dalam

imenjalankan jabatannya iakan mendapatkan ihonorarium yang idiberikan oleh

imasyarakat atas ijasa ihukum iyang idiberikannya.

iPenetapan jumlah ihonorarium untuk iakta autentik iyang dibuat idi hadapan

iNotaris telah idiatur dalam iUUJN. iHal ini iterlihat jelas idi Pasal i36 UUJNi. iSelain

iterdapat ipada iUUJNi, ipengaturan ilarangan idalam imenetapkan ijumlah ihonorarium

iyang ilebih irendah idari ihonorarium iyang itelah iditetapkan iperkumpulani, ijuga

idiatur idalam iKode iEtik iNotaris iyakni iPasal i4 angka 10.

Honorariumi yang itimbul imerupakan ikesepakatan iantara ipara ipihak iatau

ipenghadap idan iNotaris. iPenetapan honorarium isangat ibergantung ipada inilai

iekonomis iaktai. iSemakin ibesar ipencantuman inilai inominal ipada iakta iakan

imenentukan ijumlah honorarium yang iharus dibayarkan ioleh penghadap iatau para

ipihak. iTerkait dengan ijumlah honorarium iyang harus idibayarkan oleh ipenghadap,

iUUJN hanya imemberikan batasan itertinggi, imengenai batasan iterendah tidak

idiatur dalam iUUJN ataupun idalam Kode iEtik.

iPengaturan iberkenaan idengan ihonorarium idalam iUUJN iselain ihanya

imemberikan ibatasan itertinggi ibesaran iyang idiukur idari inilai iekonomis idan

isosiologis idari iakta iyang idibuatnya i, ijuga itidak imemberikan iketentuan isanksi ibagi

iyang imelanggar i. iMakna iyang itersirat ipada iPasal i36 itentang ihonorarium ibukan

imerupakan ikewajibani, ioleh ikarenanya idi idalam iUUJN itidak idicantumkan

isanksinya.

iBerbeda dengan iPasal 36 iUUJN di iatas, ipada Pasal i37 ayat i (1i) tentang

ikewajiban Notaris iuntuk memberikan ibantuan hukum itanpa memungut ihonor

kepada iklien yang itidak mampui, pelanggaran iterhadap ketentuan iPasal 37 iayat

(i1) idalam arti iNotaris memungut ibiaya atau imenolak untuk imembuat akta ikarena

tidak iada imbalan ijasa, iatau bahkan imemungut biaya idengan memberatkan

ipenghadap yang itidak mampu itersebut mendapatkan isanksi sebagaimana idiatur

dalam iPasal i37 iayat i (i2) UUJN.
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irDalam irKode irEtik iNotaris ipun irdemikian irpengertian iryang irsama irPasal iir37

irayat ir i ( ir1ri) irUUJN irtentang irkewajiban irNotaris irberkenaan irdengan irpemberian irjasa

irhukum irdalam irhal irini irpembuatan irakta irdan irkewenangan irlainnya irkepada

irmasyarakat irtidak irmampu irsecara rcumari-rcuma irdiatur rjuga irdalam rPasal ir3 rangka ir7

rKode irEtik rNotaris iryang rjuga irmerupakan kewajiban irNotaris sebagai iranggota

perkumpulanri. Sedangkan irkewajiban lainnya irberkenaan dengan irhonor tercantum

irdalam Pasal ir3 ayat ir (14ri) yang imenentukanr: iNotaris rmaupun orang irlain (rselama

iyang rbersangkutan menjalankan irjabatan Notarisr) iwajib rmelaksanakan dan

irmematuhi semua rketentuan itentang rhonorarium yang irditetapkan rperkumpulani.

iNotaris ryang rmelakukan irpelanggaran rbaik rpelanggaran irterhadap

rkewajiban rmaupun irpelanggaran rterhadap rlarangan iryang rdiatur rdalam irKode rEtik

rakan irmendapatkan rsanksi rsebagaimana irdiatur rdalam rKode irEtik rNotarisri.

irPenjatuhan irsanksi irterhadap irNotaris iryang irmelanggar irKode irEtik irtermasuk

irmelanggar irketentuan irPasal ir3 iangka ir7 iKode irEtik iNotaris irsebagaimana idi iatas

iradalah isebagai irbentuk ipenegakan irKode iEtik irNotaris dan rjuga sebagai rbentuk

perlindungan rhukum terhadap rmasyarakat yang rtidak mampu ryang membutuhkan

rjasa Notaris rsecara cumar-cumar. Namun rterkadang rapa ryang rtelah rtercantum rdi

rdalam rUUJN rmaupun rKode rEtikr, rtidak rmudah runtuk rditerapkan rdalam rpraktik,

apalagi rterhadap ketentuan rpenjatuhan sanksi rterhadap permasalahan rhonorarium

ini rbaik dalam rUUJN maupun rdalam Kode rEtik tersebut rkurang jelas rdan kurang

rtegas rpengaturannya.

Dalam praktik penegakan Kode Etik baik oleh anggota maupun oleh

pengurus organisasi sulit diwujudkan. Hal itu karena untuk mengetahui dan

menentukan ada tidaknya pelanggaran dan jenis pelanggaran yang dilakukan

Notaris tidak gampang, perlu pembuktian yang seksama dengan mengacu pada

Kode Etik sebagai dasar hukum perkumpulan. Bukan hanya itu, kalau toh dalam

pemeriksaan sudah ketemu jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris,

kemudian dalam menentukan jenis sanksi dari 5 (lima) sanksi yang ada sulit

ditentukan.

Dalam Kode Etik Pasal 6 ditentukan sanksi-sanksi bagi Notaris yang

melanggar Kode Etik, antara lain:
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1. Teguran;
2. Peringatani; i

3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
2. iPemberhentian dengan ihormat dari ikeanggotaan perkumpulan;
3. iPemberhentian dengan tidak ihormat dari ikeanggotaan iperkumpulan.

Kode Etik tidak menyertakan keterangan dan penjelasan dari ke-lima

sanksi tersebut. Kode Etik tidak merinci pelanggaran apa saja yang patut

diberikan sanksi teguran lisan, pelanggaran apa saja sehingga Notaris harus diberi

peringatan tertulis, serta pelanggaran iapa isaja iyang iharus idiberikan isanksi

ipemberhentian idengan ihormat idan ipemberhentian idengan itidak ihormati. iDalam

iKode iEtik ihanya idiatur ibahwa ipenjatuhan isanksi iterhadap ianggota iyang

imelanggar iKode iEtik idisesuaikan idengan ikuantitas idan ikualitas ipelanggaran

iyang idilakukan ianggota itersebuti. iSehingga isulit ibagi iDewan iKehormatan iuntuk

imenentukan ijenis ipelanggaran iyang idilakukan ioleh ianggota iperkumpulani.

iSalah satu ifaktor pendukung iuntuk menegakkan iKode Etik iNotaris yaitu

inurani individu idari Notarisi. Hal iini bermakna ibahwa harus iada kesadaran ipada

diri ipribadi masingi-masing iNotaris dalam imenjaga keluhuran idan budi ipekerti

jabatan iNotaris, idengan optimalisasi ipelaksanaan Kode iEtik Notaris idapat

memberi ikontribusi yang ibesar terhadap isesama Notaris idan kewibawaan

iorganisasi dan iprofesi jabatan itersebut. iPemberian jasa ihukum kepada iklien yang

itidak mampu itanpa idipungut ibiaya iatau itanpa iditarik ihonorarium imerupakan

ikewajiban iyang iharus idilaksanakan ioleh iNotaris isebagai ibentuk itanggung ijawab

isosial iNotaris iterhadap isesamai, idan ijuga imerupakan iamanat iundangi- iundang iyang

iharus iditaati ioleh iseorang iNotaris isejak isetelah imengucapkan isumpan/ijanjinya.

iPenerapan sanksi ibaik menurut iUUJN maupun iKode Etik isangat penting

idalam rangka imewujudkan profesionalisme inotaris. iUrgensi sanksi iKode Etik

iatas pelanggaran iNotaris terutama iterhadap kepentingan idan kebutuhan

imasyarakat miskin idalam ipembuatan iakta isangat ipenting idalam irangka

iterwujudnya iperlindungan ihukum iterhadap imasyarakat tersebut idan juga idalam

rangka iterwujudnya profesionalisme iNotaris karena idalam kerangka iefektifnya

peraturan idiperlukan adanya isanksi, isebab sanksi iakan memberikan iefek

memaksa idan jera iterhadap pihaki-pihak iyang melakukan ipelanggaran. iDengan
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idemikian idikatakan ibahwa isetiap iperaturan imemiliki isifat imemaksa isebagai

ibentuk iperlindungan ihukum ihanya isaja ipihak iyang iterkait idalam ipenegakan

iKode iEtik iNotaris itidak imenjalankan iserta itidak imenerapkan isecara iefektif

ipenjatuhan isanksi ibagi iNotaris iyang imelakukan ipelanggaran iKode iEtik iNotarisi.

iDalam iupaya ipenjatuhan isanksi ikepada iNotaris ijuga imengandung imakna ibahwa

iNotaris isebagai ipejabat iumum iyang imemiliki ikewenangan imembuat akta autentik

imempunyai kewajiban imoral yaitu imembantu masyarakat itidak mampu idalam hal

imemberikan jasa ihukumnya kepada imereka yang imembutuhkan tanpa idipungut

biaya iatau honorarium isebagaimana masyarakat iatau klien ilain yang imampu.

iNotaris sebagai ipejabat umum isekaligus juga isebagai jabatan iyang terhormat

isehingga secara iorganisasi maupun secara ipribadi perlu idijaga martabat idan

kewibawaannya isebagai pembuat iakta autentik iuntuk kepentingan iklien iatau

imasyarakat.

4 PENUTUPi

4.1 iKesimpulan

1. iNotaris itidak idibenarkan imenolak ipermohonan iklien iyang itidak imampu iuntuk

imeminta ilayanan ijasa ihukum iNotaris idi ibidang ikenotariatan isecara icumai-

icuma itanpa imemungut ihonorariumi, ikarena ihal ipemberian ijasa ihukum

idibidang ikenotariatan isecara icumai-icuma ikepada iorang iyang itidak imampu

itersebut imerupakan ikewajiban iNotaris iyang iharus idilaksanakan isebagaimana

iketentuan iPasal i37 iayat i (i1i) iUUJNi. iPenolakan iterhadap iklien iyang imeminta

ijasa ihukum imerupakan ipelanggaran iNotaris sebagaimana iketentuan iPasal i37

iayat i (i2i) iUUJNi.

2. Bentuk iperlindungan ihukum idari iorang iyang itidak imampu iyang itidak

imendapatkan ilayanan ijasa ihukum idari iseorang iNotaris isecara icuma i-icuma

iadalah:

a. Notaris idapat idiberikan isanksi iiadministratifi, iibisa iiberupa iipemberhentian

iisementarai i, iiatau iipemberhentian iidengan iihormat ii, iiatau iipemberhentian iidengan

iitidak i ihormat i idisesuaikan iidengan iitingkat idan iberatnya ipelanggarani.

iPenjatuhan isanksi iadministratif ikepada iNotaris iini idengan itujuan iada iefek
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ijera ibaik iterhadap iNotaris iyang ibersangkutan imaupun iterhadap iNotaris

ilain.

b. iOrang itidak imampu itersebut idapat imeminta ijasa ihukum ibidang ikenotariatan

ikepada iNotaris ilain.

4.2 iSaran

1. iHendaknya idibuat iaturan iyang ilebih ijelas imengenai ipemberian ijasa ihukum

isecara icuma i-icuma ikepada iorang iyang itidak imampui, ibaik ikreteria isubyek

ihukum imaupun imacam i-imacam iakta iyang iakan idibuati, isehingga iNotaris ibisa

imenerapkan iaturan ihukum ibaik iUUJN imaupun iKode iEtik iyang imengatur

imasalah ipemberian ijasa ihukum isecara icumai- icuma itersebut i. i

i2i. i iHendaknya iada isosialisasi iyang imemadai ikepada imasyarakati, ibahwa itidak

isemua iklien iyang imenghadap ike iNotaris iharus imembayar ihonorarium isebagai

iimbalan ijasa ihukum iyang itelah idiberikan ioleh iNotaris, itetapi iNotaris ijuga

iberkewajiban imemberikan ijasa ihukum idi ibidang ikenotariatan isecara icumai-

icumai/itanpa idipungut ibiaya ihonorarium ikepada iklien iatau imasyarakat iyang

itidak imampu.
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PEMBERIAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA OLEH NOTARIS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014

ABSTRAK

Salah satu kewajiban notaris memberikan pelayanan hukum dalam hal
pembuatan akta secara cuma-cuma atau tanpa memungut biaya kepada
masyarakat yang tidak mampu secara tegas diatur baik dalam UUJN maupun
dalam Kode Etik Notaris. Hal ini menegaskan bahwa notaris wajib mengutamakan
pengabdian kepada kepentingan masyarat dan Negara dalam menjalankan
kewenangannya juga diharuskan sesuai dengan amanat UUJN dan kode etik,
antara lain misalnya terhadap orang-orang yang miskin, notaris membebaskan
honorarium dalam pembuatan akta atau jasa hukum lainnya berkenaan dengan
akta, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 37 UUJN.

Rumusan masalah dalam peneliitan yuridis normative ini adalah 1)
Apakah penolakan pemberian jasa hukum cuma-cuma oleh notaris dapat
dibenarkan? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi orang yang tidak mampu
dalam mendapatkan jasa hukum cuma-cuma oleh notaris?

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa : 1) Notaris tidak
dibenarkan menolak permohonan klien yang tidak mampu untuk meminta layanan
jasa hukum Notaris di bidang kenotariatan secara cuma-cuma tanpa memungut
honorarium, karena hal pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-
cuma kepada orang yang tidak mampu tersebut merupakan kewajiban Notaris
yang harus dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUJN.
Penolakan terhadap klien yang meminta jasa hukum merupakan pelanggaran
Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (2) UUJN. 2) Bentuk perlindungan
hukum dari orang yang tidak mampu yang tidak mendapatkan layanan jasa hukum
dari seorang Notaris secara cuma-cuma adalah: a. Notaris yang bersangkutan
dijatuhi sanksi administratif yang bersangkutan. Sanksi administratif tersebut bisa
berupa pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan hormat, atau
pemberian dengan tidak hormat disesuaikan dengan tingkat dan beratnya
pelanggaran. Penjatuhan sanksi administratif kepada Notaris ini dengan tujuan ada
efek jera baik terhadap Notaris yang bersangkutan maupun terhadap Notaris lain.
b. Orang tidak mampu tersebut dapat meminta jasa hukum bidang kenotariatan
kepada Notaris lain.

Kata kunci: Jasa hukum, cuma-cuma, miskin.
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GRANTING OF LEGAL SERVICES USED BY THE NOTARY BASED ON
LAW NUMBER 2 OF 2014

ABSTRACT

One of the obligations of the notary is to provide legal services in terms
of making deeds for free or without charging fees to the public who are not able to
expressly regulate both the notary office law and the Notary Code of Ethics. This
confirms that the notary is obliged to prioritize the service of the interests of the
people and the State in carrying out their authority also required in accordance
with the mandate of notary office law and the code of ethics, for example for poor
people, notaries freeing honorarium in making deeds or other legal services
regarding deeds, as mandated by Article 37 notary office law.

The formulation of the problem in this normative juridical study is 1) Can
the refusal to provide free legal services by a notary be justified? 2) What is the
legal protection for people who cannot afford to get free legal services by a
notary?

The results obtained from this study are that: 1) Notary is not justified in
rejecting the request of a client who is unable to request Notary legal services in
the field of notary free of charge without collecting an honorarium, because of the
provision of legal services in the field of notary free to people the incapable is a
Notary's obligation that must be carried out as stipulated in Article 37 paragraph
(1) of the notary office law. Rejection of clients who request legal services is a
violation of Notary as stipulated in Article 37 paragraph (2) of notary office law.
2) Forms of legal protection from inadequate people who do not receive legal
services from a notary for free are: a. The notary concerned is subject to
administrative sanctions concerned. Administrative sanctions can be in the form
of a temporary termination, or a respectful dismissal, or an award with disrespect
according to the level and severity of the violation. The imposition of
administrative sanctions on this Notary with the aim of having a deterrent effect
both to the Notary concerned and to other Notaries. b. The incapable person can
request legal services for notary matters to other Notaries.
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